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I'anah  Maliyyah Hukmiyyah (Studi Kasus di Stasiun
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Kabupaten Aceh Selatan)
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Pembimbing I1 : Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I.

Kata Kunci : Solar Subsidi, Nelayan, SPBU, I ‘anah Maliyyah Hukmiyyah

Solar subsidi merupakan bentuk bantuan negara kepada nelayan untuk
meringankan harga BBM solar dan menjamin keberlangsungan aktivitas
perikanan. Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, penyaluran solar
subsidi dilakukan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan
mekanisme tertentu. Namun, efektivitas sistem alokasi solar subsidi serta
kesesuaiannya dengan konsep i‘anah maliyyah hukmiyyah perlu dikaji agar
penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pemenuhan kebutuhan solar subsidi bagi nelayan, mekanisme
penetapan alokasi oleh pihak SPBU, serta menilai sistem alokasi tersebut dalam
perspektif i ‘anah maliyyah hukmiyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui
wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur
fikih muamalah dan peraturan perundang-undangan terkait BBM subsidi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa alokasi solar subsidi bagi nelayan telah diatur
melalui sistem rekomendasi dan penetapan kuota berdasarkan kapasitas kapal dan
daya mesin. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan kuota dan
ketidaksesuaian dengan kebutuhan riil nelayan. Ditinjau dari konsep i‘anah
maliyyah hukmiyyah, penyaluran solar subsidi tersebut sah secara syar‘i, tetapi
implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan
kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam magqgasid al-syari ‘ah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa arab yang dalam

sistem tulisan arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Huru Huruf & Huruf N
ama ama
Arap | Nama | Sp o) Nama oo Latin
Latin
te
tidak tidak A (dengan
\ ARf | dilamb | dilamb | * ta T L d
angkan | a ngkan e
bawah)
zet
is (dengan
« a’ za Z
; Ba C Be titik di
bawah)
koma
o Ta’ T Te g ‘ain ¢ terbalik
(di atas)
es
o S’ g | (denga | ¢ Gain G Ge
n titik
di
atas)
z Jim J Je — Fa’ F Ef




ha
- (dengan 3 Qaf Q Ki
< | Ha B itk di
bawah)
s | kne | xn kahdan 4 Kaf K Ka
a
3 Dal D De J Lam L El
zet
5 Zal | oz |Wemganl . Mim | M Em
titik di
atas)
5 R% R Er o Nin N En
B) Zai Zet J Wau We
o St S Es ° Ha’ H Ha
] Hamz . Apostro
o Sym Sy o ah ¢
es
= (dengan ¢ Y&’ Y Ye
o= sad > ik di i
bawah)
de
: (dengan
o= | Dad ¢ | itk di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda

Nama

Huruf Latin

Fathah

A




Kasrah I

Dammah U

b) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ Fathah dan ya Ai
5 Fathah dan wau Au
Contoh:
—aS=kaifa, Js» =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
g/ Fathah dan alif atau ya A
< Kasrah dan ya I
B) Dammah dan wau U
Contoh:

Jue = gala
22y = rama
Ja = qgila
358 = yaqilu
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4. Ta’ marbitah (3)
Transliterasi untuk ta’ marbiitah ada dua. Yaitu:

a. Ta’ marbiitah ( 3) hidup
Ta’ marbiitah ( ¢) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta’ marbutah (&) mati
Ta’ marbiitah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta’ marbitah ( 3) diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua

kata itu terpisah maka ta marbutah ( &) itu ditransliterasikan

dengan h.
Contoh:
JlYi dia 3 -raud ah al-atfal
555l Agaall -al-Madmah al-Munawwarah
EUA -talhah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddah itu.

Contoh:
W5 -rabbana 33y  -nazzala
Al -al-birr & _al-hajj
a -nu ‘ima
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6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hururf,
yaitu (' ), namun dalam translitrasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
qgamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasi- kan sesuai
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
dasl -ar-rajulu S -as-sayyidatu
il -asy-syamsu Al -al-galamu
&l -al-badi‘u RN -al-jalalu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun,
itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila
hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab
berupa alif

Contoh:
086 —ta’ khuziina 50 -an-nau’
$sS -syai’un ) -inna

el —umirtu & -akala
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8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh: ’
G 0 A sl AT s -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innalldha lahuwa khairurrazigin
O aall 5 ST 1 506 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
BREVPENY] _Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul Khalil
Ll)agy bl jaa ;fn’\' P -Bismillahi majraha wa mursah
el a paldll e iy -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
S 43d) g UL (1 -Man istata ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Oy ¥) 3224 a5

-Wa ma Muhammadun illa rasul

bll g5 i J31 &) -Inna awwala baitin wud
i‘a linnasi

& e &y oA Jgllazi bibakkata mubarakkan
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Gl Ol ol (a2 -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al
Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil

qur’anu

M‘ GG N5 e laqad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
-Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubini -

Cnalall &5 & 88T _Alhamdu lillahi rabbi al-‘@lamin
-Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:
Gu f 2 A s il -Nasrun minalldhi wa fathun qarib
Goaa 5T -Lillahi al-amru jami ‘an

ae o5 K AT5  -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim

10. Tajwid
Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
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2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep i‘anah maliyyah hukmiyyah merupakan bagian dari i‘anah
maliyyah dalam fikih muamalah, yang merujuk pada bentuk bantuan atau
dukungan finansial yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk
memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup sehingga dengan i‘anah maliyyah
hukmiyyah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat
untuk menghilangkan kesulitan, tanpa terikat pada pertukaran atau transaksi
komersial murni. !

Konsep i’anah maliyyah hukmiyyah ini menekankan bahwa negara
memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan ekonomi, terutama kepada
warga negara yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar
mereka, termasuk di dalamnya adalah subsidi bahan bakar bagi nelayan miskin.
Bantuan tersebut tidak bersifat hibah pribadi, tetapi lahir dari kebijakan publik
berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan terhadap
kelompok rentan. Oleh karena itu, i’anah maliyyah dipandang sah dan bahkan
wajib dilakukan dalam kondisi tertentu untuk menegakkan magqgasid al-syari ‘ah,
khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal).?

Menurut penjelasan Wahbah al-Zuhaiyli (ulama konteporer bidang fikih
mugaran dan ekonomi Islam), negara memiliki kewajiban memberikan bantuan
kepada masyarakat yang lemah secara finansial, yang tidak mampu mencukupi
kebutuhan pokok hidupnya.

Menurutnya, bantuan negara tersebut sah bahkan wajib secara syar’i bila
dityjukan untuk memenuhi kepentingan umum dan perlindungan terhadap

kemaslahatan ummat. Konsep ini termasuk dalam kategori kebijakan negara yang

! Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1985), him. 448-450.

2 Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakah, Jilid 2 (Beirut: Mu’assasah al-Risalah,
1990), him. 1027-1028.



bertujuan mewujudkan maqgasid syari’ah. la menyampaikan bahwa “Negara
memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin agar
terpenuhi kebutuhan mereka, serta kepentingan umum lainnya seperti pendidikan,
kesehatan, dan keamanan, bantuan tersebut dapat diambil dari Kas Baitul Mal.
Semua ini adalah bentuk i‘Gnah maliyyah yang didasarkan pada maslahah yang
sah".?

Al-Zuhayli berpendapat bahwa bantuan keuangan dari pemerintah kepada
kelompok tertentu (termasuk nelayan, petani, buruh miskin) merupakan bentuk
dari keadilan sosial dalam Islam, selama hal tersebut diatur berdasarkan prinsip
keadilan distribusi kekayaan, prioritas terhadap yang membutuhkan, transparansi
penggunaan dana publik. Ia juga menekankan bahwa negara dapat memanfaatkan
sumber-sumber dana seperti zakat, kharaj, fai’, dan pungutan pajak syar’i untuk
mendukung kebijakan ini.

Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, Al-Mawardi
meletakkan dasar tanggung jawab negara dalam aspek sosial dan ekonomi. Ia
menekankan bahwa hakim (penguasa) memiliki kewenangan untuk menyalurkan
dana publik untuk kepentingan rakyat, terutama mereka yang tidak memiliki mata
pencaharian serta penghasilan pendapatan tetap. Al-Mawardi menulis “Jika
seseorang tidak memiliki harta maupun pekerjaan, serta tidak ada keluarga yang
menanggungnya, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk memberinya
bantuan dari Baitul Mal.” la mengklasifikasikan penyaluran dana negara ke dalam
dua kategori yaitu untuk kepentingan umum seperti jalan, jembatan, serta fasilitas
publik lainnya dan juga pertahanan sebagai bentuk perlindungan keamanan
warga, dan untuk kebutuhan individu warga (fakir miskin) yang tak terpenuhi
kebutuhannya (kebutuhannya tidak terpenuhi) dengan menggunakan zakat

pribadi atau masyarakat.* Menurut al-Mawardi, kewenangan pemerintah untuk

3 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1985), him. 448-450.
* Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), hlm, 126.



mengatur dan menyalurkan i ‘@nah maliyyah bersumber dari konsep wilayat al-
tasarruf (kewenangan administratif), yang prinsip utamanya adalah tahqiq al-
maslahah al- ‘ammah (mewujudkan kemaslahatan umum).

I ‘anah maliyyah memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari
bentuk bantuan lainnya dalam Islam. Bantuan ini bersifat Legal Formal karena
diberikan oleh otoritas yang sah atau lembaga negara, bukan dari individu atau
pihak swasta. Penyalurannya didasarkan pada pertimbangan hukum syara’,
terutama dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah
kemudharatan. Penerimanya adalah kelompok masyarakat yang memenuhi
kriteria mustahiq, seperti fakir, miskin, atau pihak yang mengalami kesulitan
ekonomi dan membutuhkan dukungan negara. Bantuan ini bersifat temporer atau
berjangka, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat, serta
memperhatikan kemampuan keuangan negara. I ’anah maliyyah memiliki dimensi
keadilan distributif, karena bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi dan
sosial dalam masyarakat.’

Konsep i’anah maliyyah hukmiyyah dalam figih muamalah merujuk pada
bentuk bantuan harta yang sah secara hukum dan diberikan untuk tujuan
kemaslahatan. Dalam konteks pemberian subsidi solar kepada nelayan, konsep ini
sangat relevan untuk dianalisis mengingat bantuan yang disalurkan oleh negara
tidak berbentuk uang tunai melainkan berupa pengurangan harga atas bahan bakar
solar yang dibutuhkan nelayan untuk operasional melaut. Meskipun tidak
berwujud dana langsung, solar subsidi memiliki nilai ekonomi yang signifikan
dan berperan penting dalam mendukung aktivitas produksi nelayan. Dengan
adanya subsidi ini, beban biaya operasional nelayan menjadi lebih ringan,
sehingga keberlanjutan usaha dapat terjaga. Penyaluran subsidi dilakukan dengan
menggunakan mekanisme resmi seperti melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Umum (SPBU) nelayan, koperasi atau instansi lainnya yang telah ditunjuk oleh

5 Abu Zahrah, Muhadarat fi al-Wazifah al-Ijtima ‘iyyah fi al-Islam, (Kairo: Dar al-Fikr
al-‘Arabi, 1975), hlm. 59.



pihak berwenang, sehingga hal ini memenuhi unsur legalitas baik dari sisi hukum
negara maupun prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut, subsidi solar dapat
dikategorikan sebagai bentuk i‘anah maliyyah hukmiyah karena merupakan
bantuan harta yang sah, bernilai manfaat, dan diarahkan untuk mendukung
kesejahteraan kelompok masyarakat yang membutuhkan, khususnya nelayan
kecil.

Keterkaitan antara konsep figh tersebut dan kebijakan pemerintah semakin
jelas ketika meninjau regulasi mengenai pengelolaan Bahan Bakar Minyak
(BBM) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan usaha minyak
dan gas bertujuan menjamin ketersediaan energi secara efisien dan efektif bagi
kebutuhan dalam negeri. Lebih jauh lagi, Pasal 8 ayat (2) menetapkan kewajiban
pemerintah untuk menjamin kelancaran distribusi BBM sebagai komoditas vital
yang menyangkut hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI. Ketentuan
inilah yang menjadi dasar pemerintah dalam menyediakan BBM bersubsidi
kepada kelompok masyarakat yang berhak, termasuk nelayan kecil. Dengan kata
lain, kebijakan subsidi solar tidak hanya memenuhi prinsip kemaslahatan dalam
syariah, tetapi juga merupakan amanat konstitusional yang memastikan akses
energi tetap terjangkau bagi kelompok ekonomi yang membutuhkan. Kedua
landasan ini menunjukkan bahwa regulasi negara dan prinsip figh muamalah
saling berkelindan dalam tujuan yang sama, yaitu mendukung kesejahteraan
nelayan sebagai bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi .

Pemberian subsidi BBM oleh Pemerintah ditujukan untuk masyarakat
yang memiliki kemampuan ekonomi rendah, sehingga semakin meningkatnya
anggaran subsidi BBM diharapkan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Namun, pada kenyataannya penyaluran subsidi BBM tidak merata kepada

masyarakat yang berhak menerima subsidi. Masih banyak masyarakat yang

6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 3.



tergolong mampu dan pihak-pihak yang tidak berhak ikut mengkonsumsi subsidi
BBM, schingga Pemerintah menganggap pemberian subsidi BBM
perlu dikaji kembali.

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah secara resmi
menghapus subsidi BBM jenis premium dan serta menggantinya dengan BBM
jenis Pertalite, serta juga menetapkan subsidi tetap untuk solar sebesar
Rp1.000,00 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Nomor 39 Tahun 2015. Perhitungan harga menggunakan rumus yang ditetapkan
oleh Pemerintah dan mengacu pada harga minyak dunia, kurs rupiah terhadap
Dolar AS, serta faktor inflasi. Pada 1 Juli 2016, subsidi tetap untuk Solar
diturunkan menjadi sebesar Rp500,00 berdasarkan Peraturan Menteri ESDM
Nomor 29 Tahun 2015. Harga jual solar subsidi saat ini adalah Rp 6.800,00 per
liter, sementara harga solar yang seharusnya Rp 11.950,00 per liter.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo pada 31 Desember
2014 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang
Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.® Hal ini dilakukan dengan
melihat serta mempertimbangkan perkembangan kebutuhan Nasional atas Bahan
Bakar Minyak dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada
konsumen pengguna tertentu sertaguna meningkatkan efisiensi penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.’

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 menjelaskan bahwa subsidi
BBM hanya untuk jenis BBM tertentu yang terdiri dari minyak tanah (kerosene)

dan minyak solar (gas oil). Harga jual eceran jenis BBM tertentu berupa minyak

7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 27 Tahun 2016 Tentang
Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

& Andi Tenri Wewang, “Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu
Sektor Transportasi Angkutan Perairan pada PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Makassar”,
Skripsi, (Makassar: Sekolah Tinggi [lmu Administrasi, 2018), hlm 16.

® Andi Tenri Wewang, “Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu
Sektor Transportasi Angkutan Perairan pada PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Makassar”,
Skripsi, (Makassar: Sekolah Tinggi [lmu Administrasi, 2018), hlm 16.



tanah (kerosene) untuk setiap liter ditetapkan dengan nominal tetap termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan minyak solar diberikan subsidi tetap
dari selisih kurang harga dasar per liter setelah ditambah pajak-pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Presiden
tersebut juga ditetapkan rincian konsumen pengguna jenis BBM tertentu berupa
minyak solar yaitu konsumen pengguna rumah tangga, usaha mikro, usaha
perikanan, usaha pertanian, usaha transportasi, dan pelayanan umum.'°

Berdasarkan wawancara dengan pihak SPBU terkait solar subsidi kepada
nelayan, maka nelayan yang ingin memperoleh subsidi solar diwajibkan terlebih
dahulu diwajibkan untuk memperoleh/mendapatkan surat rekomendasi dari
instansi terkait, seperti Dinas Perikanan atau Kelautan setempat. Surat
rekomendasi ini merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa subsidi solar
diberikan kepada nelayan yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
seperti kapasitas kapal yang digunakan, baik itu kapal kecil maupun kapal besar.
Selain itu, kuota solar subsidi yang berhak diterima oleh nelayan juga ditentukan
berdasarkan beberapa indikator penting, antara lain ukuran dan jenis kapal, daya
mesin (GT dan PK), serta wilayah operasional melaut yang dicantumkan dalam
dokumen perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa alokasi solar
sesuai dengan kebutuhan riil nelayan di lapangan, serta menghindari potensi
penyalahgunaan atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi.'!

Sektor perikanan merupakan sumber utama untuk menghidupi roda
perekonomi masyarakat, sehingga untuk menunjang/ mendukung aktivitas melaut
mereka maka ketersedian solar subsidi menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat di
Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Namun, kenyataannya distribusi solar
subsidi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Meski
Aceh mendapatkan alokasi BBM bersubsidi yang cukup besar yakni sekitar

10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,

Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).

11 Hasil Wawancara dengan Razika, sebagai Operator di SPBU Kecamatan Sawang, Aceh
Selatan pada Tanggal 16 Mei 2025 di Aceh Selatan.



1.000.882 kiloliter pada 2024, nelayan di wilayah barat selatan Aceh masih
mengalami antrian panjang dan kesulitan mendapatkan solar subsidi secara lancar di
SPBU, termasuk di Kecamatan Sawang. Hal ini disebabkan oleh praktik
penyalahgunaan dan mafia solar yang menghambat pasokan subsidi sampai ke
konsumen yang berhak, terutama nelayan kecil yang sangat membutuhkan bahan
bakar tersebut untuk melaut.'?

Data menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan subsidi solar untuk sektor
perikanan hanya sekitar 27% dari kuota yang diberikan, mengindikasikan
kesulitan nelayan dalam mengakses subsidi ini secara optimal. Kondisi ini
berdampak langsung pada pendapatan nelayan yang menurun dan mengancam
keberlanjutan aktivitas perikanan di daerah tersebut. Selain itu, kasus
penyelundupan dan penimbunan solar subsidi juga ditemukan di Aceh Selatan,
yang menambah kompleksitas masalah distribusi dan
pengawasan subsidi BBM.!3

Konsep i‘anah maliyyah hukmiyyah dalam perspektif hukum Islam
memberikan kerangka normatif yang relevan untuk mengelola bantuan keuangan
atau subsidi secara adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. I’anah maliyyah
hukmiyyah menekankan pada distribusi bantuan yang tepat sasaran dan tidak
menimbulkan ketidakadilan, sehingga subsidi solar yang diberikan kepada
nelayan harus dikelola dengan prinsip-prinsip tersebut agar dapat benar-benar
membantu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat nelayan tanpa
disalahgunakan. Pendekatan ini penting untuk mereformasi sistem alokasi solar
subsidi agar lebih efektif dan berkeadilan, serta sesuai dengan nilai-
nilai hukum Islam.

Mengingat dampak negatif dari permasalahan yang terjadi, terutama tentang

distribusi solar subsidi terhadap nelayan dan keberlangsungan kemajuan sektor

12Hasil Wawancara dengan Misbahruddin, sebagai Nelayan di Desa Lhok Pawoh,
Kecamatan Sawang pada tanggal 16 Mei 2025 di Kecamatan Sawang Aceh Selatan.

3Hasil Wawancara dengan Syahidal Moula, sebagau Masyarakat di Desa Lhok Pawoh,
Kecamatan Sawang pada tanggal 16 Mei 2025 di Kecamatan Sawang Aceh Selatan.



perikanan di Kecamatan Sawang, maka penelitian ini sangat urgen untuk dilakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang
terjadi dalam sistem alokasi solar subsidi di SPBU Kecamatan Sawang serta
mengevaluasi sistem tersebut berdasarkan konsep i ‘anah maliyyah hukmiyyah.
Dengan demikian, maka kedepan diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi
kebijakan yang bersifat lebih adil dan efisien dalam penyaluran solar subsidi bagi
nelayan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka tetapi juga sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk mengkaji serta
meneliti lebih dalam mengenai sistem alokasi solar subsidi tersebut dalam bentuk
karya tulis ilmiah yang berjudul “Sistem Alokasi Solar Subsidi Bagi Nelayan
Menurut Konsep I‘anah Maliyyah Hukmiyyah (Studi Kasus di Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh

Selatan)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka
permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan solar subsidi untuk operasional nelayan
Kecamatan Sawang?
2. Bagaimana pihak SPBU menetapkan tentang pengalokasian solar subsidi
yang berhak diterima oleh pihak nelayan?
3. Bagaimana tinjauan konsep i ‘@nah maliyyah hukmiyyah pada pengalokasian
solar subsidi bagi nelayan di SPBU Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh

Selatan?



C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini yang ingin dicapai melalui
serangkaian aktivitas riset yang mengedepankan pemecahan masalah secara
ilmiah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis pemenuhan kebutuhan solar subsidi untuk operasional
nelayan Kecamatan Sawang
2. Untuk mengetahui pthak SPBU menetapkan tentang pengalokasian solar
subsidi yang berhak diterima oleh pihak nelayan
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep i‘anah maliyyah hukmiyyah pada
pengalokasian solar subsidi bagi nelayan di SPBU Kecamatan Sawang

Kabupaten Aceh Selatan

D. Penjelasan Istilah
Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian
dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maka dibawah ini penulis
menjelaskan beberapa istilah dan kata kunci yang digunakan dalam skripsi yang
berjudul Sistem Alokasi Solar Subsidi Bagi Nelayan Menurut Konsep [‘anah
Maliyyah Hukmiyyah (Study Kasus di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan).
1. Sistem Alokasi
Sistem alokasi solar subsidi bagi nelayan merujuk pada mekanisme
penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi yang diatur secara hukum dan
kelembagaan untuk menjamin aksesibilitas kelompok nelayan. Dalam konsep
i‘anah maliyyah hukmiyyah (bantuan keuangan berbasis hukum syari’ah),
sistem ini  harus memadukan prinsip keadilan distributif dan
pertanggungjawaban legal (hukmiyyah). Mekanisme ini melibatkan penetapan
kuota berdasarkan kebutuhan riil nelayan, verifikasi administrasi kapal, dan
pengawasan distribusi melalui SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Nelayan) yang diamanatkan Peraturan Menteri ESDM No. 06 Tahun 2014.

Tantangan utamanya terletak pada penyeimbangan antara efisiensi alokasi
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dengan pemenuhan prinsip magqasid syariah dalam perlindungan mata
pencaharian (hifz al-mal).'*

Penerapan sistem ini di SPBU Kecamatan Sawang harus
mempertimbangkan faktor geografis wilayah tangkapan ikan dan kapasitas
penyimpanan BBM. Studi optimasi alokasi menggunakan linear
programming menunjukkan bahwa penyaluran subsidi efektif memerlukan
pemetaan kebutuhan berbasis data riil volume tangkapan dan jarak tempuh
kapal.

2. Solar Subsidi

Solar subsidi adalah bahan bakar minyak jenis solar yang diberikan
dengan harga lebih rendah dari harga pasar karena adanya subsidi dari
pemerintah. Tujuan utama subsidi ini adalah untuk meringankan beban
ekonomi masyarakat tertentu, seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil,
yang sangat bergantung pada solar dalam kegiatan sehari-harinya. Pemerintah
mengalokasikan dana dari APBN untuk menutupi selisih harga tersebut agar
kelompok sasaran dapat mengakses energi dengan biaya yang terjangkau.'®

Pemberian solar subsidi memiliki peran strategis dalam mendukung
sektor kelautan dan perikanan. Nelayan skala kecil, misalnya, menggunakan
solar sebagai bahan bakar utama dalam mengoperasikan kapal penangkap
ikan. Tanpa subsidi, mereka akan kesulitan melaut karena tingginya biaya
operasional. Oleh karena itu, sistem pengawasan dan distribusi solar subsidi
perlu dirancang secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan atau

penyalahgunaan oleh oknum yang tidak berhak.'®

14 peraturan Menteri ESDM No. 06 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran BBM Tertentu,
Pasal 3 ayat (2).

15 Widiyanto, D."Efektivitas Penyaluran Solar Subsidi kepada Nelayan Kecil", Jurnal
Ekonomi Maritim, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 47.

16 Hasanah, U. "Tantangan Penyaluran Solar Bersubsidi di Daerah Pesisir", Jurnal Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 125.
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3. Nelayan

Nelayan adalah individu atau kelompok yang melakukan aktivitas
menangkap ikan dan hasil laut lainnya sebagai mata pencaharian utama. Di
Indonesia, nelayan umumnya dibagi menjadi dua kategori: nelayan tradisional
(kecil) dan nelayan modern (besar). Nelayan kecil biasanya menggunakan
kapal di bawah 10 GT dan alat tangkap sederhana, serta sangat bergantung
pada bantuan pemerintah termasuk subsidi BBM dan peralatan melaut.
Nelayan besar adalah kelompok nelayan yang mengoperasikan kapal
berukuran di atas 10 Gross Tonnage (GT) dengan teknologi penangkapan
yang lebih modern dan jangkauan operasi yang lebih luas, biasanya hingga
perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Nelayan kategori ini umumnya
memiliki kapasitas permodalan yang besar, baik dalam bentuk armada, mesin,
alat tangkap modern, maupun fasilitas pendukung seperti alat navigasi, cold
storage, dan sistem pelacakan kapal. Karakteristik ini membuat nelayan besar
mampu melakukan penangkapan ikan dalam skala komersial dengan volume
hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan nelayan kecil.!”

Nelayan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan
dan ekonomi pesisir. Mereka tidak hanya menyuplai kebutuhan protein
hewani masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah pesisir.
Karena posisinya yang strategis dan ketergantungannya pada bahan bakar,
nelayan menjadi kelompok prioritas dalam program subsidi energi seperti
solar. Oleh sebab itu, sistem alokasi subsidi perlu mengutamakan keakuratan

data dan pemerataan distribusi agar tepat sasaran.'®

4. SPBU
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum adalah fasilitas resmi yang

disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk mendistribusikan bahan bakar

17 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Profil Nelayan Indonesia. (Jakarta: Dirjen
Perikanan Tangkap 2021), hlm. 12.

18 Sudaryanto, B. "Peran Negara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan", Jurnal
Kebijakan Sosial dan Ekonomi Kelautan, Vol. 6, No. 2, 2021, him. 89.
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minyak kepada masyarakat. Dalam konteks distribusi solar subsidi, SPBU
berperan sebagai titik penyaluran yang diawasi oleh berbagai lembaga seperti
BPH Migas dan Pertamina. SPBU khusus yang melayani nelayan biasanya
disebut SPBU Nelayan atau SPBN, dan memiliki mekanisme berbeda dari
SPBU umum, seperti sistem kuota dan verifikasi pengguna.'®
Keberadaan SPBU sangat menentukan keberhasilan distribusi BBM
subsidi. Di daerah pesisir seperti Kecamatan Sawang, SPBU memiliki peran
strategis sebagai titik utama akses nelayan terhadap solar subsidi. Namun,
tantangan yang dihadapi antara lain terbatasnya stok, panjangnya antrean,
serta dugaan adanya praktik penyelewengan. Oleh karena itu, sistem dan
pengawasan terhadap SPBU perlu diperkuat untuk menjamin distribusi yang
adil dan transparan.?’
5. I‘anah Maliyyah Hukmiyyah
I'‘anah maliyyah hukmiyyah merupakan konsep dalam figih yang
merujuk pada bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah (wali al-
amr) kepada rakyat dalam rangka menjamin kemaslahatan umum. Bantuan ini
tidak bersifat hibah mutlak, tetapi didasarkan pada pertimbangan maslahat
dan kebutuhan publik. /’anah ini dapat berbentuk subsidi, pinjaman, atau
fasilitas lainnya, yang dalam konteks modern dapat diartikan sebagai
intervensi fiskal negara dalam bidang ekonomi.?!
Konsep i’anah maliyyah hukmiyyah berlandaskan pada prinsip
keadilan distributif dalam Islam. Pemerintah berkewajiban menjamin
kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap energi bagi nelayan.

Dalam hal ini, subsidi solar termasuk dalam kategori bantuan fiskal yang

dibenarkan syariat, selama memenubhi prinsip keadilan, transparansi, dan tepat

19 BPH Migas. Pedoman Teknis Penyaluran BBM Bersubsidi melalui SPBU dan SPBN.
(Jakarta: BPH Migas, 2020), hlm. 21.

20 Rahmawati, S. "Peran SPBU dalam Rantai Distribusi Solar Subsidi", Jurnal Energi dan
Lingkungan, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 73.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1985, hlm. 225.
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sasaran. Oleh karena itu, sistem alokasi solar subsidi kepada nelayan di SPBU
dapat dianalisis menggunakan konsep ini untuk melihat kesesuaiannya

dengan prinsip syariah.??

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat hasil kajian teori dan temuan ilmiah lainnya yang
sudah dicapai oleh peneliti sebelumnya dalam bidang kajian yang relevan. Kajian
pustaka sangat penting dilakukan untuk memahami suatu permasalahan yang
relevan dengan topik pembahasan penulis dan menghindari terjadinya persamaan
penelitian. Penelitian penulis membahas tentang “Sistem Alokasi Solar Subsidi
Bagi Nelayan Menurut Konsep [‘anah Maliyyah Hukmiyyah (Studi Kasus di
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh
Selatan).” berikut penulis paparkan hasil kajian terdahu lu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khairul Fatta pada tahun 2025,
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, berjudul Evaluasi Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Bersubsidi di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini membahas mengenai
efektivitas implementasi kebijakan subsidi BBM, khususnya dalam konteks
daerah pesisir dan sektor perikanan. Fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan
ini diimplementasikan oleh pemerintah daerah, serta hambatan birokratis, teknis,
dan sosial yang memengaruhi distribusi solar subsidi bagi kelompok masyarakat
tertentu, termasuk nelayan.?

Penelitian ini memiliki persamaan yang kuat dengan penelitian penulis,
yaitu menyoroti sistem distribusi BBM bersubsidi di Aceh Selatan. Namun,
perbedaan utamanya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Khairul

lebih menekankan pada aspek kebijakan publik dan evaluasi kinerja pemerintah

22Hasbi, M. "Konsep I’anah Maliyyah dalam Kebijakan Fiskal Islam", Jurnal Fikih Sosial
Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 55.

2 Khairul Fatta, “Evaluasi Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di
Kabupaten Aceh Selatan”, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik : UIN Ar-Raniry, 2025).
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daerah, sementara penelitian penulis difokuskan pada penilaian distribusi subsidi
solar bagi nelayan di SPBU Kecamatan Sawang dengan menggunakan perspektif
hukum Islam, khususnya konsep i ‘anah maliyyah hukmiyyah. Ini memberikan
kontribusi baru dalam menjelaskan distribusi subsidi dari sudut pandang normatif
agama, bukan hanya administratif atau kebijakan semata.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Zainal A. Muchlisin dalam Jurnal Depik
Universitas Syiah Kuala yang berjudul “Analisis subsidi bahan bakar minyak
(BBM) solar bagi nelayan di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh”. Penelitian
ini menyoroti ketepatan sasaran penerima subsidi, hambatan dalam proses
distribusi, serta dampaknya terhadap pendapatan dan aktivitas melaut para
nelayan. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis kuantitatif
dalam menilai seberapa besar manfaat yang diterima nelayan dari subsidi
tersebut.**

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu
mengkaji distribusi solar subsidi bagi nelayan. Namun, perbedaannya terletak
pada pendekatannya. Penelitian dari jurnal tersebut lebih menekankan pada
dampak ekonomi dan kebijakan teknis distribusi BBM terhadap kesejahteraan
nelayan, sedangkan penelitian penulis fokus pada aspek normatif melalui
pendekatan konsep i ‘aGnah maliyyah hukmiyyah dalam Islam. Dengan demikian,
penelitian ini memberikan perspektif pelengkap secara empiris dan kebijakan,
sedangkan penelitian penulis memperkuatnya dari aspek hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fitriani pada Tahun 2025, Mahasiswi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul “Analisa Atribusi
LPG Bersubsidi Menurut Figih Muamalah.” Penelitian ini mengevaluasi apakah

proses pendistribusian LPG 3 kg sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan,

24 Zainal A. Muchlisin, “Analisis subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar bagi nelayan di
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh”, Jurnal Depik, Vol.1, No.2, (Agustus, 2012).
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dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta
menyoroti peran pemerintah dan lembaga terkait dalam pengawasan distribusi.?’

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena
membahas distribusi subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam hal
ini bahan bakar. Perbedaannya, penelitian Fitriani fokus pada LPG sebagai objek
kajian serta menggunakan pendekatan fiqgih muamalah secara umum, sedangkan
penelitian penulis memfokuskan pada solar subsidi untuk nelayan di SPBU
Kecamatan Sawang menggunakan pendekatan konseptual i‘anah maliyyah
hukmiyyah. Penelitian Fitriani memberikan gambaran pelengkap mengenai
pentingnya keadilan dalam distribusi subsidi energi dari perspektif hukum Islam.

Keempat, pada skripsi yang ditulis oleh Safullah pada Tahun 2023,
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah
dan Komunikasi, yang berjudul “Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
Melalui Kartu E-Kusuka di Aceh Selatan.” Penelitian ini menyoroti peran
digitalisasi data dalam emudahkan proses pendataan dan distribusi bantuan, serta
meningkatkan aksesibilitas nelayan terhadap subsidi dan program pemerintah.
Inovasi ini bertujuan menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien dalam
pelayanan publik bagi masyarakat pesisir.?®

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu
mengangkat isu distribusi bantuan bagi nelayan, khususnya dalam konteks
wilayah Aceh Selatan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan:
penelitian Safullah lebih menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi
dalam pemberdayaan nelayan, sementara penelitian penulis mengkaji sistem
alokasi solar subsidi di SPBU Kecamatan Sawang melalui pendekatan hukum

Islam dengan konsep i ‘anah maliyyah hukmiyyah. Dengan demikian, penelitian

25 Fitriani, “Analisa Atribusi LPG Bersubsidi Menurut Figh Muamalah”, Skripsi, (Fakultas
Syari’ah dan Hukum : UIN Ar-Raniry, 2025).

26 Safullah, Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kartu E-Kusuka
di Aceh Selatan, Skripsi, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi : UIN Ar-Raniry, 2023).
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Safullah menjadi pelengkap dari sisi teknis dan administratif, sementara
penelitian penulis memperkuat dari aspek normatif dan syariah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Widya Wulandari pada Tahun 2023,
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang berjudul
“Mekanisme Distribusi BBM Bersubsidi pada Nelayan dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah di Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara
Kota Padang.” Penelitian ini mengevaluasi distribusi subsidi melalui pendekatan
sosiologis dan peran kelembagaan lokal. Fokus utamanya adalah sejauh mana
pemerintah dan lembaga pelaksana mampu menyalurkan subsidi secara tepat
sasaran dan adil.?’

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu
mengangkat isu distribusi solar subsidi kepada nelayan. Perbedaannya terletak
pada pendekatan dan wilayah kajian. penelitian Widya Wulandari lebih
menekankan pada aspek kebijakan dan implementasi birokrasi secara empiris,
sedangkan penelitian penulis fokus pada SPBU Kecamatan Sawang dengan
pendekatan hukum Islam melalui konsep i ‘anah maliyyah hukmiyyah. Dengan
demikian, penelitian Widya Wulandari memberikan sudut pandang pelengkap
dari sisi implementatif, sementara penelitian penulis menawarkan kontribusi

konseptual dari perspektif figih muamalah.

F. Metodologi Penilitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah untuk menghasilkan
kajian penelitian yang sistematis melalui proses pengumpulan data hingga analisis
data untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis
membutuhkan data yang lengkap untuk memperoleh informasi yang relevan
dengan permasalahan penelitian sehingga penulis membutuhkan teknik yang

tepat. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pen ulis sebagai berikut:

27 Widya Wulandari, Mekanisme Distribusi BBM Bersubsidi pada Nelayan dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara
Kota Padang, Skripsi, (Fakultas Syari’ah: UIN Imam Bonjol, 2023).
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1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang atau sudut pendekatan
yang digunakan peneliti dalam memahami dan memecahkan
masalah penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis
empiris, yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum serta konsep hukum
Islam yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan realitas praktik yang terjadi
di lapangan.?® Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek
penelitian melalui wawancara dengan nelayan, petugas SPBU, serta pihak-
pihak yang terkait dalam pendistribusian solar subsidi di Kecamatan Sawang,
Kabupaten Aceh Selatan.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta konsep i ‘anah maliyyah hukmiyyah
dalam hukum Islam yang relevan dengan sistem alokasi subsidi energi
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Nomor 39 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran
Bahan Bakar Minyak. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk
memahami bagaimana pelaksanaan distribusi solar subsidi berlangsung di
lapangan dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam
terkait bantuan keuangan (i ‘anah).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau
memberikan gambaran terhadap permasalahan dalam objek penelitian melalui

data yang telah dikumpulkan dari lapangan.

28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raha Grafindo Persada, 2004), him. 13-14.
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Penulis menggunakan jenis deskriptif analisis dengan menganalisis
sistem alokasi solar subsidi bagi nelayan yang diterapkan di SPBU Kecamatan
Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, serta menelaahnya berdasarkan konsep
i ‘anah maliyyah hukmiyyah dalam hukum Islam.

Melalui penelitian deskriptif analisis ini, penulis akan memberikan
gambaran secara sistematis mengenai kondisi distribusi solar subsidi yang
terjadi di lapangan, dengan menganalisis praktik pelaksanaannya, hambatan
yang dihadapi, serta sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip-
prinsip bantuan finansial yang sah menurut konsep i‘anah maliyyah
hukmiyyah. Analisis ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara langsung
dengan nelayan, petugas SPBU, dan pihak terkait lainnya di
Kecamatan Sawang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lingkungan yang peneliti
tetapkan untuk menjadi tempat penelitiannya guna mendapatkan informasi
atau data yang diperlukan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini,
penulis menetapkan lokasi penelitian di SPBU yang beralamat di Gampong
Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek tempat data diperoleh
atau dikumpulkan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data
primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber
utamanya melalui observasi dan wawancara. Data primer disebut juga
sebagai data asli karena didapatkan langsung oleh penulis di

lapangan.?’ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui

2 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005), hal. 122.
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wawancara dengan nelayan penerima subsidi solar, pemilik SPBU
Kecamatan Sawang, serta pihak terkait dari instansi yang mengatur
distribusi BBM subsidi di Kabupaten Aceh Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dan dapat diakses
penulis melalui studi pustaka, seperti dokumen, buku, jurnal, peraturan,
maupun laporan lembaga resmi.’’Adapun data sekunder dalam penelitian
ini adalah buku mengenai fikih muamalah, peraturan perundang-undangan
terkait subsidi energi, dokumen resmi dari instansi pemerintah terkait
distribusi BBM, jurnal tentang distribusi solar subsidi dan kebijakan
bantuan keuangan.

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah langkah paling penting dalam
penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data.
Metode pengumpulan data mempengaruhi kualitas data yang diperoleh, dan
kualitas data tersebut akan berdampak pada hasil penelitian. Dalam penelitian
ini, penulis menggunakan teknik wawancara (inferview) dan riset kepustakaan
(library research).’!
a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan
terjadinya interaksi komunikasi antara peneliti dengan narasunber untuk
bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan
makna dalam permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini,
peneliti menggunakan interview terstruktur (guidance interview) yaitu

adanya daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti

30 Ibid. hal. 121
31 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: Penerbit Qiara
Media, 2021), him. 120.
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dan responden hanya memberikan jawaban.??

Dalam penelitian ini
wawancara dilakukan dengan 3 orang yaitu Nelayan, Masyarakat, dan
Petugas di SPBU Kecamatan Sawang.

b. Riset Kepustakaan (library research)

Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca
menelaah dan mempelajari sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi
dalam melakukan sebuah penelitian. Seperti buku buku, jurnal, maupun
artikel yang mendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalah yang
akan diteliti oleh penulis.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data dalam penelitian adalah proses mengolah,
menginterpretasi, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk
menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Analisis data dalam
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis
melalui pendekatan kualitatif. Data yang dianalisis mencakup sistem
pelaksanaan alokasi solar subsidi bagi nelayan, kebijakan distribusi yang
diterapkan oleh SPBU Kecamatan Sawang, serta kesesuaian praktik tersebut
dengan prinsip-prinsip akad i ‘Gnah maliyyah hukmiyyah dalam hukum Islam.
Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana distribusi
solar subsidi telah mencerminkan prinsip keadilan, tolong-menolong
(ta ‘awun), dan produktivitas dalam perspektif syari‘ah. Untuk memperoleh
hasil yang valid dan relevan, proses analisis data dalam penelitian ini
dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

a. Menelaah proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan
alokasi solar subsidi bagi nelayan. Data diperoleh melalui wawancara

langsung dengan pihak SPBU, nelayan penerima subsidi, dan pihak-pihak

32 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005), hlm. 137
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terkait lainnya, serta melalui dokumentasi seperti catatan distribusi solar,
surat rekomendasi, dan regulasi pemerintah terkait. Langkah ini bertujuan
untuk mengetahui sistem yang berjalan di lapangan secara faktual dan
menyeluruh.

b. Mengelompokkan dan mengklasifikasikan data menjadi dua jenis yakni
data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dan
observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari
peraturan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan. Proses ini
bertujuan untuk mempermudah analisis dengan memilah data berdasarkan
sumber dan relevansi terhadap kajian i ‘anah maliyyah hukmiyyah.

c. Menganalisis sistem alokasi solar subsidi dengan cara membandingkan
praktik yang ada di lapangan terhadap prinsip-prinsip i‘anah maliyyah
hukmiyyah. Setiap aspek dalam distribusi, seperti sasaran penerima,
prosedur penyaluran, dan dampak ekonominya, dipetakan terhadap nilai-
nilai syari ‘ah seperti kemanfaatan (maslahah), keadilan, dan produktivitas
bantuan modal. Analisis ini akan menunjukkan apakah alokasi solar
tersebut berperan sebagai bentuk bantuan produktif (i‘@nah) yang sah
menurut hukum Islam.

d. Evaluasi dan interpretasi akhir dilakukan secara objektif untuk
menyimpulkan sejauh mana sistem distribusi solar subsidi tersebut telah
sesuai dengan konsep i‘anah maliyyah hukmiyyah. Data yang telah
dianalisis kemudian digunakan untuk menyusun laporan penelitian secara
sistematis dan ilmiah, dengan mengedepankan keabsahan data serta
konsistensi antara teori dan praktik di lapangan.

7. Pedoman Penulisan
Dalam riset ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi

tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku figh muamalah dan

jurnal yang berhungan dengan sistem alokasi solar subsidi. Berdasarkan
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pedoman tersebut akan memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini

dan memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya untuk mempermudah
pembaca dalam memahami dan menelaah isi dari penelitian ini secara
menyeluruh. Sistematika ini disusun secara logis, terstruktur, dan saling berkaitan
antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan terdiri dari
empat bab sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang
masalah yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan. Pada bab ini juga
diuraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah-
istilah penting dalam judul, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan,
serta sistematika pembahasan secara keseluruhan.

Bab dua, merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep
subsidi energi dalam perspektif kebijakan publik serta prinsip-prinsip distribusi
subsidi solar kepada nelayan. Dalam bab ini juga dijelaskan secara mendalam
konsep i ‘anah maliyyah hukmiyyah dalam figih muamalah, mencakup definisi,
dasar hukum, tujuan, serta implementasi akad i‘Gnah maliyyah dalam praktik
ekonomi kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan
bersifat produktif.

Bab tiga, merupakan pembahasan utama dari hasil penelitian yang telah
dilakukan peneliti, mencakup gambaran umum Kecamatan Sawang dan aktivitas
nelayan di wilayah tersebut, mekanisme distribusi solar subsidi oleh SPBU, serta
bagaimana implementasi dan efektivitas sistem alokasi tersebut dalam perspektif
i‘anah maliyyah hukmiyyah. Selain itu, bab ini juga memuat analisis
permasalahan dan hambatan yang ditemukan di lapangan.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh
pembahasan yang telah dikaji dalam bab sebelumnya, serta saran-saran yang

diberikan oleh peneliti sebagai masukan untuk pemangku kebijakan, pelaksana
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SPBU, maupun masyarakat nelayan terkait optimalisasi sistem alokasi solar

subsidi berdasarkan nilai-nilai syari ‘ah.






